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Pendahuluan
Perkembangan media digital telah memperluas ruang kebebasan berpendapat melalui berbagai
platform, termasuk podcast yang sering digunakan sebagai sarana kritik sosial dengan
pendekatan humor, satire, dan sarkasme. Salah satu konten yang berpotensi menimbulkan
perdebatan adalah podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” yang
membahas pelestarian budaya dari sudut pandang kritis. Kondisi tersebut menimbulkan
pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam hukum
positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat kajian yang secara khusus
menganalisis legalitas konten podcast bertema budaya yang cukup sensitif dikalangan
masyarakat dengan menggunakan parameter UUD 1945, UU ITE, dan KUHP Baru, sehingga
diperlukan analisis yuridis untuk menentukan apakah konten tersebut merupakan bentuk
kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran
hukum.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Rumusan Masalah : Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan hukum (legalitas) dari
konten podcast sebagai objek kajian dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan yang
diangkat adalah belum jelasnya parameter hukum dalam menentukan apakah konten digital,
khususnya podcast yang memuat isu sensitif dengan komedi satir, dapat dikategorikan sebagai
konten yang legal dan dilindungi atau sebagai konten yang mengandung unsur pelanggaran
hukum

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana hukum di Indonesia dalam menentukan kebebasan berpendapat di media
digital termasuk pada podcast?

2. Bagaimana kualifikasi konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan” termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif Indonesia dengan
menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagai dasar utama pengujian legalitas konten digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menitikberatkan pada
data lapangan, melainkan pada pengkajian norma hukum terhadap objek penelitian berupa Podcast Musuh Masyarakat
episode 11 berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Podcast tersebut diproduksi oleh Noice sebagai
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pertama kali hadir di aplikasi Noice pada Oktober 2019 dengan host Tretan
Muslim dan Coki Pardede. Episode yang menjadi objek penelitian merupakan episode ke-11 yang ditayangkan pada 6 Januari
2020 dengan durasi sekitar 44 menit. Objek penelitian dipilih karena memuat kritik budaya dengan pendekatan humor satir,
sarkasme, dan ironi yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di ruang digital. Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan pasal dalam UUD 1945, UU 1/2024 dan UU
1/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan
kebebasan berpendapat dan legalitas konten digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) dengan tahapan mendengarkan secara utuh konten podcast, memahami konteks pembicaraan, mengidentifikasi isi
pernyataan para host, lalu mengidentifikasinya dengan unsur-unsur hukum dalam setiap pasal yang relevan untuk dibenturkan
dengan objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan kontekstual untuk menilai
apakah konten tersebut termasuk pendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum. Hasil
penelitian kemudian disusun secara deskriptif kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi yuridis
podcast sebagai bentuk pendapat digital dalam hukum positif Indonesia.
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Hasil dan Pembahasan
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Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa podcast sebagai media digital merupakan sarana kebebasan berpendapat yang
memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945 sepanjang tidak melanggar batasan yang ditetapkan
dalam UU ITE dan KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa legalitas suatu konten tidak ditentukan oleh
kontroversi judul, reaksi masyarakat, maupun penggunaan humor satire dan sarkasme, melainkan ditentukan oleh
terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pengujian terhadap sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk penyampaian, muatan kebencian,
dan dampaknya terhadap ruang publik, diketahui bahwa podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan” lebih diarahkan pada kritik terhadap budaya, tradisi, serta kebijakan pelestarian budaya daripada
serangan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas SARA. Selain itu, tujuan komunikasi
yang disampaikan para host cenderung bersifat evaluatif dan konstruktif karena tidak hanya memuat kritik, tetapi
juga menawarkan solusi terkait pelestarian budaya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan satire,
ironi, dan sarkasme tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian apabila tidak
mengandung unsur hasutan kebencian maupun diskriminasi. Oleh karena itu, unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan
Pasal 243 KUHP tidak terpenuhi secara kumulatif sehingga konten podcast tersebut lebih tepat dikategorikan
sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang masih berada dalam koridor perlindungan hukum.
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Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian
hukum mengenai kebebasan berpendapat di ruang digital. Secara akademis, penelitian ini
memperkaya literatur hukum terkait batas antara kritik yang dilindungi hukum dengan ujaran
kebencian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta menjadi referensi bagi
penelitian sejenis pada masa mendatang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menilai konten digital
secara lebih objektif agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang
dijamin konstitusi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kreator konten digital untuk memahami
batas-batas hukum dalam menyampaikan kritik, opini, satire, maupun humor sehingga tetap
dapat berkreasi tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bagi masyarakat, penelitian ini
berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum digital serta memberikan pemahaman
mengenai perbedaan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang
mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan
upaya pencegahan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum digital
yang lebih adaptif, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.
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